BAB Il
GAMBARAN UMUM SAMSAT SLEMAN

A. Profil SAMSAT Sleman

Lahirnya Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) diawali oleh sebuah
gagasan brilyan yang disampaikan pada forum penataran para pimpinan Dinas
Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Se-Indonesia pada bulan April
1976 di Jakarta. Hasil penataran menghasilkan suatu rekomendasi berupa usulan
kepada pemerintah, khususnya pimpinan Departemen Dalam Negeri agar
SAMSAT dijadikan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk seluruh Indonesia.
Terbentuknya SAMSAT ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan
Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI,
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO.POL KEP/13/XX1/76 Nomor:
KEP-1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama
antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komandi Daerah Kepolisian dan Aparat
Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan
bermotor.

Dasar hukum pembentukkan SAMSAT di seluruh Indonesia adalah
Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor
6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah

Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat
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Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda
Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor,
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan.

SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian
Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan DIY, dan PT. Jasa Raharja
(Persero).Tujuan dibentuknya SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan
pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan regristasi kendaraan bermotor,
pembayaran pajak, dan SWDKLLJ, maka dibentuklah Kantor Bersama SAMSAT.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SAMSAT mengacu pada Surat
Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Utama PT.
Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor
SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal
Di Bawah Satu Atap dalampenerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,
Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,
Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Sistem SAMSAT yang dikelola oleh tiga instansi berbeda maka untuk
memudahkan dalam koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan dibentuk Tim
Pembina SAMSAT Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Provinsi yang
berkedudukan di lIbukota Provinsi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

masing-masing ketiga instansi yang ada di SAMSAT mmiliki tugas dan
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wewenang berbeda. Berikut adalah pembagian tugas dan wewenang instansi

tersebut:

1.

Unit Pelayanan : Petugas Dispenda dan POLRI

Unit Administrasi : Petugas Dispenda, POLRI dan Jasa Raharja

Unit Pembayaran : Petugas Dispenda (Bendarawan SAMSAT Penerima)
Unit Pencetakkan : Petugas Dispenda dan POLRI

Unit Penyerahan : Petugas POLRI

Unit Arsip : Petugas Dispenda dan POLRI

Unit Informasi : Petugas Dispenda dan POLRI

. Visi dan Misi SAMSAT Sleman

Untuk visi, misi dan motto pelayanan di Kantor SAMSAT yaitu:

Visi: Tercapainya Pelayanan yang Optimal untuk Kepuasan Masyarakat

Misi:

1.

Meningkatkan kinerja seluruh pegawai SAMSAT untuk menunjang kualitas
layanan bagi masyarakat.

Meningkatkan mutu pelayanan untuk peningkatan pendapatan daerah.
Meningkatkan secara terus menerus pengetahuan, keterampilan dan sikap

pegawai.

. Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi semua pelanggan internal dan

eksternal.
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C. Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor merupakan semua kendaraan beroda dua atau lebih
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan
bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang
bergerak. Contoh Alat-alat besar dan berat antara lain: Mesin giling, buldozer,
loader, forklift, dumptruck, traktor, dan lain sebagainya.

Pajak kendaraan bermotor merupakan jumlah tarif yang harus dibayarkan
oleh wajib pajak guna untuk mendapatkan surat-surat penting kelengkapan
kendaraan bermotor. Hal ini sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi
sebagai pemilik kendaraan yang tahu peraturan dan tahu hukum. Pajak kendaraan
bermotor itu ada dua macam, yaitu pajak kendaraan bermotor tahunan dan pajak
kendaraan bermotor lima tahunan.

1. Pajak kendaraan bermotor tahunan, yaitu pembayaran pajak kendaraan
bermotor yang dilakukan setiap stu tahun sekali sesuai dengan masa berlaku
kendaraan bermotor tersebut. Bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor
tahunan ini adalah dengan pengesahan pada Surat tanda Nomor
Kendaraan(STNK). Permohonan pengesahan STNK setiap kendaraan bermotor
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 179 ayat (2) dengan melengkapi
persyaratan sebagai berikut :

a. Tanda jati diri yang sah + 1 lembar foto copy
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Surat pernyataan pemilik kendaraan bermotor bahwa tidak terjadi perubahan
identitas pemilik atau spesifikasi teknis ranmor (surat pernyataan sama
dengan formulirSPT PKB/BBNKB dan SWDKLLJ).

STNK asli dan foto copy.

BPKB asli dan foto copy.

Bukti PKB/BBNKB, SWDKLLJ, dan Premi asuransi Jasa Raharja (khusus

kendaraan umum) tahun sebelumnya.

. Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan, yaitu sama halnya seperti pajak

kendaraan bermotor tahunan, akan tetapi didalam pajak kendaraan bermotor

lima tahunan ini akan terjadi pergantian plat nomor kendaraan bermotor untuk

masa berlaku lima tahun kedepan. Persyaratan pengajuan/pembayaran pajak

kendaraan bermotor lima tahunan adalah dengan melampirkan :

a.

b.

Tanda jati diri yang sah + 1 lembar foto coy

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang lama atau surat keterangan
yang sah apabila tidak dapat menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan
bermotor tersebut.

Salinan tanda jati diri pemilik kendaraan bermotor setelah menunjukkan

aslinya.

. Salinan bukti buku uji kendaraan bermotor yang bersangkutan setelah

menunjukkan aslinya.
Dilakukan cek fisik terhadap kendaraan bermotor tersebut.
Kalau ada perubahan baik pemilikan, ganti warna, ganti mesin, rubah

bentuk, harus dilengkapi dengan BPKB.
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Selain pajak kendaraan bermotor, jenis pajak propinsi yang lain mengenai
kendaraan bermotor yang menjadi wewenang Kantor Samsat Kota Surakarta yaitu
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau disingkat BBN-KB. BBN-KB
adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual
beli, tukar menukar, hibah, warisan,atau pemasukan kedalam badan usaha
(http://pajakindonesia.wordpress.com).

BBN-KB terdiri dari dua jenis yaitu untuk kendaraan bermotor baru
(BBN-KB 1) dan untuk kendaraan bermotor bekas/second (BBN-KB I1). BBN-KB
I merupakan pengalihan hak milik kendaraan bermotor baru sebagai akibat
perjanjian dua pihak. BBN-KB Il merupakan pengalihan hak milik kendaraan
bermotor bekas (second) sebagai akibat perjanjian jual — beli kedua pihak.

Pendaftaran BBN-KB mempunyai masa tenggang 30 hari dihitung sejak
serah terima barang. Salah satu potensi pendapatan yang perlu dikreasikan adalah
BBNKB kedua dan selanjutnya, meskipun tarif pajaknya 1% (satu persen) dari
penetapan harga pasar atau Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Akan tetapi
potensi ini berkaitan dengan perilaku pasar, dimana setiap pembelian kendaraan
bermotor belum tentu pada saat yang sama masyarakat akan melakukan aktifitas
pendaftaran kepemilikan kendaraan bermotor yang baru dibeli atau dimiliki.
Dengan demikian “kreatifitas” kebijakan insentif perpajakan juga bagian dari
upaya mendorong masyarakat untuk segera mendaftarkan kepemilikan

kendaraannya (http://www.pajakonline.com).
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